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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa agar seluruh tahapan pemulihan aset yang terdiri
dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan,
perampasan dan pengembalian aset dapat berjalan
secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,
serta terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset
nasional terpadu, diperlukan pedoman sebagai acuan
secara menyeluruh dari setiap tahapan pemulihan aset
tersebut;

bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor
PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan
Aset belum mengakomodir seluruh tahapan pemulihan
aset khususnya terkait dengan perampasan,
pengembalian, pemusnahan dan penghapusan aset serta
ketentuan lain-lain terkait pemulihan aset sehingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014

tentang Pedoman Pemulihan Aset;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014
tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1491) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 9 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung
Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman
Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1571);

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07 /2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-
027/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PEMULIHAN ASET.
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Pasal I
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor
PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1491)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang
Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1571), diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal II
Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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-4-
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR PER-027/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN
PEMULIHAN ASET

PEDOMAN PEMULIHAN ASET

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal
merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (centre of
criminal justice system), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
mengoordinasikan/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde), serta mempunyai tanggung jawab dan
kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap
penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk
kepentingan eksekusi.

Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya
bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar
menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan
memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari
perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai asas dominus lifis
merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai lembaga penuntut
umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga
sebagai pelaksana putusan (executor.

Di sisi lain, Kejaksaan sebagai pengacara negara/penasehat hukum
negara (solicitor/ barrister/ government lawyer) mempunyai tugas dan tanggung
jawab memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum
dan perlindungan hukum serta penegakan hukum atas hak-hak keperdataan

www.peraturan.go.id



